


ABSTRAK

Reski. Skripsi 51, Komunikasi Politik di Lapai-lapaa Nagari Simabur
Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Umu Politik,
Fakultas [lmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 96
Hal, 19 Buku, 3 Skripsi, dan 1 Artikel Internet.

Komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-
lembaga terspesialisasi seperti partai politik, media massa. badan-badan
informasi pemerintah serta lembaga formal lainnya. MNamun, pada
masyarakat Minangkabau adanya fenomena komunikasi politik yang tegadi
di lapau-lapau vang merupakan lembaga non formal. Sehinpea lapau
meupakan salah satu sarana komunikasi politik. Komunikasi politik di lapau
merupakan gambaran politik real (nyata) masyakat pada tingkat bawah.
Komunikasi pelitik yang dilakukan oleh lembaga formal dan non fomal
tersebut mempunyei bentuk dan pesan-politik yanp skan disampaikan
kepada komunikannya dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan tentang komunikasi politik yang tefadi di lapau-
lapau nagan Simabur.

Dalam penclitian ini penulis menpgunakan pendekatan kualitatif
dengan desain peneliian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakbukan
dengan observasi dan wawancara sementara teknik keabzahan data yang
digunakan peoelii memakai proses triangulasi sumber data. Pemiliban
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian vang di dapat menunjukkan bentuk komunikasi
politik yang terjadi di lgpow-lapau nagard Simabur adalah: Perrama,
komunikasi politik kontak langsung yakni dilakukan dengan tatap muka.
Kedua, komunikasi tidak langsung yang menggunakan media yaitunya: (1).
Media Televisi. (2). Media cetak. Dimana kedua media tersebut merupakan
sumber infomasi politik bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi
politik di lapau. Sedangkan pesan politik yang disampaikan kepada
komunikan berhubungan dengan pola-pola komunikasi politik yang terjadi
di lapau-lapau nagari Simabur yaitu pola komuonikasi politik dua arah (elit
kepada masyarakat atau sehaliknya).

Komunikasi di lapau wvang tidak terorganisir apar dijadikan
komunikasi politik yang bermanfaat sebagai sarana sosializasi politik pada
masyarakat tingkat bawah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik merupaken salah satu fungsi dalam sistem politik
yang amat penting. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan
politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada wakmu yang sama ia
juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau out put sistem politik iru.
Melalui komunikasi politik pula rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi,
dan pengawasan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan
dari berbagai kebijakan politik vang diambil. Semakin schat dan semakin tinggi
kualitas komunikasi politik yang hadir dalam suatu sistem politik memberi
petunjuk bahwa sifat dan kualitss demokrasi sistem politik itu juga semakin
sehat dan tinggi.

Dalam kajian komunikasi politik, salah satu faktor vang mempengaruhi
komunikasi politik adalah rezim yang berbuasa. Pada masa rezim Orde Baru
kekuasaan politik adalab berpusat pada presiden. Oleh karena ity pada masa
reaim Orde Baru scluruh proses komunikasi politik tergantung pada satu
tangan. Badan legislatif tidak lagi berfungsi sebapgai suara rakyat melainkan
mendukung presiden. Kritik vang teclalu keras dilontarkan sebagai anpgota

DPR/MPR akan berakhir dengan pemberhentian tidak hormat hal ini
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berdampak pada masyarakat yang tidak bisa mengeluarkan aspirasi mercka dan
mengkritik pemerintah. Pada masa inilah tegadinya monopoli komunikasi
politik. Terjadinya pengawasan terhadap komunikasi politik, dimang aktivitas
politik, pers dan pemyataan masyarakat mulai dibatasi'. Sedangkan pada masa
reformast  dengan  mwmbuhnya  keterbukaan  dalam  komunikasi - palitik,
masyarakat semakin tahu hak dan kewajibannya, bahkan aksi-aksi protes
sebugai sebuah masukan (inpuf) kedalam sistem politik menjadi sebuah hal
vang tak anch.

I'ada masa seksrang dengan lahirnya undang-undang otonomi dacrah
vaitu Undang-undang Mo, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh yang
menckankan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupatenkota adanya
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
melalui asas desentralisasi’. Konsep otonomi daerah tersebut salah satunya
meliputi pembinaan dan pemberdayaan lembapa-lembaga dan nilai-nilai Tokal
yang hersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial suatu bangsa,

Bagi pemerintah dacrah  Sumatera Barat, salah satw  peluang
desentralisasi vang diberikan melalui Undang-undang No. 32 Tshun 2004
Tentang Pemerintahan Dacrah direspon melalui Peraturan Daerah Mo, 09 Tabun

2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Nagari adalah kesatuan

hings:/¥ freejoumalist. wordpress, com 20070106 komunikasi-politik-orde-Teformasi’  diakses
tanggal 24 oktober 2047,
© Syaukand, dkk, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negera Kesaiian, Yoryakartn: Postaka Pelajar,
kb 5.
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BAR V]

KESIMFULAN

Komunikasi politik di lapas yang terjadi pada tingkat bawah,
merupakan gambaran wujud politik real (nyata) vang tedadi didalam
masyarakat dengan adanya kebebasan dalam berpolitik dan mengemukakan
aspirasi politik masing-masing individu melalui pikiran-pikiran politik vang
dikemukakan. Komunikasi politik di lapau merupakan bentuk partispasi politik
vang aktif sedanpkan komunikasi politik melalui media massa sifatnya relatif
pasik.

Komunikasi politik di lapau merupakan komunikasi politik yang terjadi
pada tingkat bawah, tergelong komunikasi politik pada tahap tradisonal dan
komunikasi politik pada tahap moderen {campuran). Karakteristik komunikasi
pada tahap tradisional adalah proses komunikasi tidak dibedakan secara tajam
dengan  proses-proses  sosial lainnya, hirarki sosial menentukan  aliran
kandungan informasi, schingga memperkuat kepentingan-kepntingannya
sendii, dan pada tahap ini jarang terdspat komunikator-kemunikator
profesional seperti komunikasi politik di lapau, sedangkan komunikasi politik
pada  tahap moderen adalah  komunikasi-kemunikasi  media  massa
terprofesionalisasi  dan  relatifl  independen  terhadap pemerintah, maka

penggolongan komunikasi politik di lapau scbagai komunikasi pada tahap
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